
BUPATIENREKANG 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 
NOMOR J.. TAHUN 2017 

TENT ANG 

ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENREKANG 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI ENREKANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu 
menetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Enrekang tentang Anggaran Belanja Bupati dan Wakil 
Bupati Enrekang Tahun Anggaran 2017. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undnag Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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1. Belanja Barang dan Jasa 
2. Belanja Modal 

Jumlah 

Rp. 1.454.867 .000.­ 
Rp. 100.000.000.­ 
Rp. 1.554.867.000.­ 

l .179.020.000.­ 
50.000.000.­ 

1.229.020.000.­ Rp. 

Rp. 
Rp. 

b. Besarnya Belanja Langsung Wakil Bupati adalah sebesar Rp. 1.229.020.000.­ 
yang dirinci sebagai berikut : 
1. Belanja Barang dan Jasa 
2. Belanja Modal 

Jumlah 

Pasal 6 

(1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati 
Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan 
lebih Janjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA­SKPD) pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang. 

(2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun 
Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih 
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA­SKPD). 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang. 

Ditetapkan di» Enrekang 
pada tan , J.6 J C\�j'iri )017 

NREKANG,t•­i ,..­­ 

·­­­­­ .. ­­­­ ... ­­ .. =­­­ ..... _.... _ 

DAERAH KABUPATEN ENREKANG 

Diundangkan di Enrekang 
pada tanggal 

CHAIRUL LATANRO 
BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 


